WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR : 100.3.3.3/483/B,Hukun

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALOPO

WALI KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
ayat (3) Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 10
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Usaha Tertentu Berbasis Risiko di Kota Palopo.
b.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palopo
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Mengingat . __: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

_—

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbl.lkaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2009Nomor]l 12,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali
terakhir dengan ‘Undang — Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617); sebagaimana telah dicabut sebagian dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Penangkapan Ikan Terukur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6853);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6891);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6641);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 128);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadlu
satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 272);

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 273);

20.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo
Tahun 2016 Nomor 8);

21.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024;

23. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan yang Diberikan Wali Kota Palopo
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;

24, Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini,

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Palopo meliputi :
a. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan.
b. Standar Pelayanan vyang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan dan  Nonperizinan
sebagiamana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan
serta pedoman bagi aparatur pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Palopo
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang menjadi kewenangannya.
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KEEMPAT . Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan akan di

Evaluasi dan di Monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali
dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan data
dari SKPD terkait dan masvarakat serta dapat dilakukan
penyederhanaan/pengembangan sesual ketentuan
peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
palopo melalui belanja langsung Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan Kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Palopo
anggal 29 Desember 2023

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1.

b Wi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
Republik Indonesia di Jakarta;

. Ketua DPRD Kota Palopo;

. Kepala Inspektur Inspektorat Kota Palopo;
. Kepala bagian Hukum Setda Kota Palopo;
. Kepala Bagian Ortala Setda Kota Palopo;

. Pertinggal.
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